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ABSTRAK
OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN MESUII
Mleh
DAVID KURNIA PRATAMA

Pupuk subsidi merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk
di sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan
petani. Program ini diatur dalaom Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun
2023 don Peraturin Mentenn Pertamisn Momor 01 Tahun 2024, Peneliian m
berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya, Kabupaten
Mesuji, vang menghadapi berbagai kendala seperti distnbusi tidak merata,
kelangkaan stok, keterlambatan penyaluran, dan harga jual vang melebihi Harga
Eceran Tertinggi. Rumusan Masalah Penelitian yang akan dibahas adalah (1)
Bagaimana optimalisasi penvaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan (2) Faktor-faktor apa sajakah
yang menjadi penghambat optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa
Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yundis normatif dan yundis empiris
dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data
dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi
di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji belum berjalan
dengan optimal dikarenakan terjadi perbedaan antara jumlah pupuk bersubsidi vang
digjukan oleh petani dengan jumlah pupuk vang disetujui oleh pemerintah tidak
sesual. (2) Faktor penghambat optimahsasi penvaluran pupuk bersubsidi yang
dialami oleh pihak kios melipoti minimnya pengetashuan petani tentang penebusan
pupuk bersubsidi hingga akses perjalanan yang jauh dan jalan yang rusak,
sedangkan faktor penghambat optimalisasi penyvaluran pupuk bersubsidi menurut
petani adalah pembatasan kuota pupuk bersubsidi dan  harga jual pupuk
yang melebihi Harga Eceran Tertinggi.

Eata Kunci: Pupuk Bersubsidi, Penvaluran Pupuk, Optimalisasi.



ABSTRACT

OPTIMIZATION OF SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION

IN MESUII REGENCY
BY

DAVID KURNIA PRATAMA

Subsidized fertilizer is a govemment program to meet fertilizer needs in the
agricultural sector with the aim of increasing productivity and farmer welfare. This
program is regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 4 of 2023
and the Regulation of the Minister of Agriculture Number 01 of 2024, This research
focuses on the distnbution of subsidized fertilizers in Mekar Java Village, Mesuj
Regency, which faces various obstacles such as uneven distribution, scarcity of
stock, delays in distribution, and selling prices that exceed the Highest Retail Price.
The Formulation of Research Problems that will be discussed 1= (1) How to
optimize the distribution of subsidized fertilizers in Mekar Jaya Village, Tanjung
Raya District, Mesuji Regency and (2) What are the factors that hinder the
optimization of subsidized fertilizer distribution in Mekar Java Village, Tanjung
Raya District. Mesuji Regency?

This study uses a normative juridical and empincal juridical approach by collecting
data through literature studies and field studies. Data collection techniques include
interviews, observations, and documentation. The data was analyred uvsing
gualitative descriptive methods.

The results of the study show that (1) The optimization of subsidized fertilizer
distribution in Mekar Java Village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency has not
run optimally because there is a difference between the amount of subsidized
fertilizer proposed by farmers and the amount of fertilizer approved by the
government is not appropriate. (2) The factors that hinder the optimization of
subsidized fertilizer distnibution experienced by the kiosk include the lack of
knowledge of farmers about the redemption of subsidized fertilizers to access long
trips and damaged roads, while the factors that hinder the optimization of subsidized
fertilizer distribution according to farmers are restrictions on subsidized fertilizer

guotas and fertilizer selling prices that exceed the Highest Retail Price.
Kevwords: Subsidized Fertilizer, Fertilizer Distribution, Optimization.
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Dengan i menvalakan babwn sknipsi saya yang herjudul:
Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupates Meswji™ adalah il
mﬂmhwmﬂkﬂ-ﬂt&nﬂmﬂ
lain dengan cara vang tidak sesual dengan e etika dmizh vang b

wwmmmmm :.'
dalam Pasal 27 Peraturan Akndemik Universitas L ampung dengan Surat §
HRekror Momor 3183 H2ADT2010,
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, dengan pertanian
memegang peranan vital dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai sosial, ekonomi,
dan keagamaan terkait dengan lshan memiliki dampak vang signifikan pada
perkembangan dalam sektor pertanian di Indonesia. Keberadaannya sangat penting
untuk memastikan  ketersediaan  pangan  bagi  masvamkat guna memenuhi
kebutuhan pokok. Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kelangsungan hidup
manusia, oleh karena itu, hak setiap individo untuk memiliki cukup pangan harus
dijamin. Pemenintah harus memiliki fokus utama dalam memastikan pemenuhan
kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di Indonesia.

Indomesia, sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk vang besar, menghadapi
tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh
karena itu, masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan
sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, ada beragam faktor yang memengaruhi
keberhasilan panen, salah satunya adalah pupuk yang memiliki peran yvang krusial
dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk memasok pupuk kepada
petani, diperlukan kerja sama dengan produsen pupuk. Popuk sendin dibagi
menjadi dua kelompok berdasarkan cara pendistribusiannya dan pembeliannya,
yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk non-subsidi adalah pupuk
yvang diadakan dan didistnbusikan di luar program pemenntah tanpa subsidi,
sedangkan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang mendapat subsidi dari pemenntah
untuk kebutuhan petani sesua dengan kebijakan pengadaan dan distribusi pupuk
bersubsidi dalam sektor pertanian.

Sejak era 1970-an, Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi dengan
tujuan untuk meringankan beban petand dalam memperoleh pupuk dengan harga



vang terjangkou sant dibotuhkan untuk tanaman pangan. Pemanfaatan  pupuk
dengan teknologi diakui sebagai bagian dari strategi intensifikasi pertanian yvang
bertujuan  meningkatkan  hasil  produksi  pangan.'! Pemerntah Indonesia
berhubungan dengan  peningkatan produktivitas hasil t@anaman pangan  demi
ketahanan stok pangan nasional, kemudian memilih cara alternatif dengan
memberikan subsidi harga pupuk untuk para petani. Tujuan utama dan kebijakan
ini adalah untuk membuat pupuk menjadi lebih murah dan lebih mudah didapatkan
oleh para petani. Pemerintah membantu petani melalui program pupuk bersubsidi
dengan mengatasi kendala pengadaan pupuk bersubsidi dengan harga  yang
terjangkau bagi masyarakat umum. Subsidi merupakan bentuk bantuan pemerintah
vang diharapkan menjadi salah satu langkah mengurangi beban  finansial
masyarakat.” Contoh pupuk bersubsidi meliputi Urea, NPK, NPK Formula Khusus
dan Organik vang ditetapkan oleh menter vang bertanggung jawab dalam urusan
pertanian.  Kelompok tani merujuk kepada petani vang telah mengosulkan
Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok vang selanjutnya disebut
dengan “ERDKK"™ ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, vang kemudian
disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi dan pemerintah Republik Indonesia. *

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Ketahanan Pangan Dan Gizi, telah diatur bahwa Pemenntah Provinsi, Pemerintah
Kobupaten'Kota, atau  Pemerintah  Desa  bertanggung  jawab  terhadap
penyelenggaraan ketahanan pangan dengan memperhatikan pedoman, norma,
standar, dan kriteria vang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Subsidi pupuk merupakan cara pemerintah guna menjamin ketersedinan stok pupuk
bagi para petani dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah yvaitu Harga
Eceran Tertinggi (HET). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Untuk Sektor Pertanian, Pupuk

L Eaenal Soedjais, 2008, Subsidi Fupak Anorganik Daen Pertenion Organik 06 Indoresia,
Yogvakana Sekolah Pascasargana Universitas Gadjah Mada, him. 3,

22 Marayai Abdullah dan Lukman Hakmm, Leperan Penelition Peta Maselolk Puapoek

Bersubsidi & ndonesia, (Jakarta: PATTIRO Pusan elaah dan Informas R&Elﬂuud. A1), hlm. 2
T Bugiono dan Sin Faridaul Gufromah, Pendistribienien Pupul Berscbidi dengan Acuan
Elekironik Rencana Definitif Keburhen Kelompok { ERDEK ) Ferspeksif Enika Biseis, Al-Kharaj:
Jumal Ekonomi, Kevangan & Bisnis Syanah 5, po. 1 {3023) 37 1-385,

hetps:/idoi org/10.47467 alkhars) vSil. 1465,



bersubsidi adalah pupuk vang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
pemenintah untuk kebutuhan para petani vang dilaksanakan atas dasar program
pemerintah di sektor pertanian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) wvang
ditetapkan di penvalur resmi.

Menurut Peraturan Menten Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dalam Pasal 1 ayat (1)
menjelaskan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
mendapat subsidi dan pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas
dasar program pemerintah di sektor pertanian. Penggunaan pupuk yang tepat dan
sesuai dengan kebutuhan tanaman telah terbuktn dapat meningkatkan produktivitas
dan pendapatan petani secara signifikan. Hal ini menjadikan pupuk sebagai sarana
produksi vang sangat strategis bagi petani.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi, alokasi pupuk bersubsidi oleh
pemerintah Lampung terus meningkat dori tahun 2022 sebesar 528,753 ton, 2023
sebesar 583,953 ton, 2024 sebesar 803,719 ton. Berdasarkan data tersebut, alokasi
pupuk bersubsidi terus meningkat dan tahun ke tahun.

Kebutuhan akan pupuk di Kabupaten Mesuji juga mengalami peningkatan
Berdasarkan data dan Dinas Pertanian Provinsi Lampung, alokasi pupuk bersubsidi
oleh Pemenintah Mesuji terus meningkat tiap tahunnya dimulai dari tahun 2022
sebesar 14,913 ton, 2023 sebesar 15,759 ton, dan mengalami sedikit penurunan
pada 2024 sebesar 15,341 ton. Optimalisasi penyvaluran pupuk bersubsidi dilakukan
oleh produsen pupuk vang telah ditunjuk oleh pemerintah, antara lain seperti PT
Pupuk Sriwidjaja. PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia
Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Dalam praktiknya, optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Mesuji
khususnya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Rayva Kabupaten Mesuji masih
menghadapi  berbagai tantangan dan hambatan. Dalam 2 Tahun terakhir,
Permasalahan yang masih sering terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di
Kobupaten Mesuji antara lain distribusi yang tidak merata, kelangkaan stok,
keterlambatan dalam penvaluran, dan Harga Eceran Tertinggi vang melebihi



anjuran pemerintah. Hal ini berakibat menghambat efisiensi penvaluran subsidi
pupuk vang seharusnya menjadi penunjang utama dalom meningkatkan produksi
pertanian di Kabupaten Mesuji. khususnya di Desa Mekar Java. Dengan menelusuri
secara mendalam tentang tantangan dan hambatan diharapkan dapat ditemukan
solusi dalam meningkatkan keoptimalan penyaluran program subsidi pupuk di
Kabupaten Mesuji. Untuk itn peneliti ingin membahas tenting masalah di atas
untuk dijadikan suatu bahan kajian yang berbentuk skrnipsi dengan judul:
“OPTIMALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN
MESLULIT =

1.2 Permasalahan dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, dalam penelitian
ini akan ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek  kajian

penelitian vaitu:

1} Bagaimana optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

2} Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi  penghambat  optimalisasi
penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuj?

1.2.2 Tujuan Penclitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar
Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat optimalisasi penyaluran distribusi
pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten
Mesuji.



L.} Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tjuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunasn penelitian ini,
yaitu dan sisi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan keduanya
dalam penelitian ini yaitu:
L3.1 Kegunaan Teoritis

1) Hasil penchtian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
serta pengetahuan dalam bidang Hmu Hukum Administrasi Negara.

2) Diharapkan bahwa hasil peneliian ini akan meningkatkan referensi
kepustakaan dan memberkan informasi tambahan kepada pihak lain yang
dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan ilmiah di bidang hukum
administrasi negara, terutama  tentang  optimalisasi  penyaluran  pupuk
bersubsidi di Kabupaten Mesuji

1.3.2 Kegunaan Prakiis

1) Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum
atau instansi terkait tentang optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di
Kabupaten Mesuji.

2) Scbagui sumber tambahan dan informasi untuk mengetahui bagaimana
masalah muncul dan  berusaha untuk memberikan masukan tentang
optimalisasi penvaluran pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertaman di
Kabupaten Mesuji.



BABII
TINJAUANPUSTAKA

L1.1. Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Definisi kewenangan secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh
peraturan  perundang-undangan  yvang  menghasilkan  konsekuensi  hukoum.
Kewenangan  merupakan  tindakan  hukum  publik, cakopan  kewenangan
pemerintahan tidak hanya terbatas pada keputusan pemerintah (bestuur), tetapi juga
melibatkan  aspek  pelaksanaan togas, pemberion wewenang, dan  distribusi
wewenang terutama ketika diatur dalam peraturan perundang-undangan *

Menurut HD. Stoud, wewenang adalah seperangkat aturan yang sama dengan
penenimaan dan penggunaan kekuasaan pemenntahan oleh subjek hukum publik
dalam ranah hukum publik. Definisi kewenangan yvang melibatkan organ (institusi)
pemenntahan  dalam melakukan tindakan konkret, membuat regulasi, dan
mengambil keputusan selaly didasarkan pada kekuasaan yang diberikan melalu

konstitusi melalu atribusi, delegasi, atan mandat.

Dalam atribusi, menunjukkan kekuvasaon vang konkret berdasarkan konstitusi
(UUD). Kekuasann dalam konteks delegasi, hams dijelaskan sebagai pemberian
kekuasaan kepada lembaga pemerintah oleh yang lain. Namun, dalam mandat, tidak
terjadi pengalihan kekuasaan dalam ani memberikan wewenang, tetapi individu
vang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian

A Indroharto, Asas-Asay Uorarn Pesrerintaban vang Baik, defam Paelus Efendie Lotdung,
Hirmpuenan Makaboh Avax-Ases Deoem Peoverintahan vang Baik, (Bandung: Ciera Aditva Bakn,
19494, hal b5



mandat, pejabat vang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas
nama mandator (Pemben mamdutf

1.1.2 Sumber Kewenangan

Definisi Sumber kewenangan oleh pemenntah dalam melakukan tindakan hukum
dalam konteks hukum publik mavpun hukum privat.

Menurut Indroharto, terdapat tiga jenis kewenangan yvang berasal dan peraturan

perundang-undangan, vaitu mencakup:

1)

2)

3)

Atribusi adalah pendelegasian kewenangan oleh pembuoat undang-undang
kepada sebuah lembaga pemerintahan, baik yang sudah ada maspun yang
baru dibentuk. Dalam hal atribusi kewenangan legislatif, ada perbedaan
antara di tngkat pusat dan daerah, di pusat Legislator mencakup MPR
sehagni pembentuk konstitnsi  (konstitwante) dan DPR bersama-sama
dengan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Sementara di daerah,
terdapat DPRD dan pemenintah daerah yang membuat peraturan daerah.
Delegasi adalah pengalihan kewenangan dan suatu lembaga pemenintahan
ke lembaga lain. Dalam delegasi, terjadi penyerahan kewenangan dan satu
entitas, misalnya dari entitas A ke entitas B. Oleh karena itu, kewenangan
vang telah dibenkan oleh pemberi delegasi menjadi tanggung jawab
penerima kewenangan.

Mandat adalah ketidakadasn pemberian kewenangan baru atan pengalihan
kewenangan antarn Badan dan Pejabat TUN satu sama lain. Dengan
demikian, tanggung jawab kewenangan berdasarkan mandat tetap berada
pada pemberi mandat dan tidak dialihkan kepada penerima mandat.®

% Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintalk,
{Bandung: Alumni, 2004), hal.4
% Ridwan HE. (2017} Hukum Adminiarast Negara Ediv Revisi. Jakana: Bajawals Presada bal. 104,



2.2 Penyaluran {Distribusi)
2.2.1 Pengertian Penyaluran (Distribusi)

Ruslan Abdul Ghofur Noor menvatakan bahwa sistemn penyaluran (Distribusi)
adalah serangkaian proses pengaliban barang di mana terdapat campur tangan
pemernintah untuk menciptakan suatn mekanisme pasar yang sehat.”. Oleh karena
itu, peran pemerintah  sebagal  regulator menjadi sangat  penting  dalam
mengeluarkan suatu regulasi terkait mekanisme pasar yang sehat.

Sistem penyaluran berkaitan sangat erat dengan distnbusi. Secara definis,
distribusi merujuk pada suatu kegiatan mengalirkan barang dan jasa dan produsen
ke konsumen® Distribusi memiliki peran penting dalam meratakan kekayvaan
sehingga harta tidak hanya beredar di lingkungan tertentu tetapi tersebar secara adil.
Distribusi merupakan proses transfer harta dan individo ataw kelompok, baik it
kepemilikan pribadi maupun publik, kepada pihak yang berhak menerimanya.”
Tujuan utama dan distribusi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2  Jenis Penyaluran (Distribusi)

Penyaluran adalah proses yang diambil oleh suatu bisnis untuk mengalirkan barang
dan jasa dan produsen ke konsumen. Penvaluran berfungsi sebagm penghubung
antara produsen dan konsumen dalam pemasaran barang atan jasa. Definisi lain
untuk menggambarkan penyaluran sebagai proses distribusi produk kepada pihak
terkait seperti konsumen atan pelanggan. Dalam pelaksanaan penyaluran barang
atan jasa, keberadaan saluran yvang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan

distribusi. Saluran distribusi diperlukan agar produk dapat sampai kepada

T Moor, BAG, Konsep Distritacst dolem Ekomomi fdam dan Formet Keadilan Eonoon df Indovesia

. [Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 200 3). hlm 233

W, Zullamsen. el al, 203000 Pengembangan Supply Chain Management dolam Pengeloloon
Distritucsi Logistik Pemifu vang Lebik Tepar denis, Tepat Sumlal don Tepat Woakite Berbasis Humaen
Reseurces Competency Developarent df KPU Jowa Bares, dalam JIMEA: Jurnal lmeah MEA
{Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Yol 4, No2. hlm 1

" A Dewantara, M020, Erika Distribosi Ekonomi Pidam Perbandingen Sistem Dixtribosd Kopisalis
dengan Sivtern Distribus Pilam, dalam Ad-Deemar: Jumal Ekonormd dan Bisnds Lslam, Yol d, Mol
hlm &



konsumen dengan aman dan lancar. Sistem saluran distribusi yvang efektifl akan
memberikan manfaat dengan mendukung produktivitas konsumen.

Dalam proses penvaluran atau distribusi produk, terdapat beberapa lini vang
memiliki peran penting vang dikenal sebagai perantara, vaitu produsen, distributor,
pengecer. dan konsumen. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan  Republik
Indomesia tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian, terdapat empat lini yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk
subsidi "

Pertama, yaitu produsen vang bertanggung jawab sebagai pthak vang memproduksi
pupuk subsidi mapun non subsidi. Kedoa, vaitu distributor adalah susto individu
atan badan wsaha yvang telah ditunjuk oleh produsen sesuai dengan regulasi yang
berlaku untuk melakukan proses pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan
penjualan pupuk bersubsidi di daerah vang menjadi bagian tanggung jawabnya.
Ketiga, yaitu pengecer merupakan entitas individu yang berlokasi di kecamatan atan
desa yang telah ditunjuk oleh distributor sesuai dengan ketentuan vang berlaku,
dengan prinsip menjual pupuk subsidi secara langsung kepada kelompok tani dan
petani di wilayah tanggung jawab mereka. Keempat, petani adalah individo yang
berstatus Warga Negara Indonesia atan bisa disebut juga dengan pengguna akhir
pupuk subsidi.

Dalam proses penvaluran, terdapat pelako distnbusi vang terlibat di dalamnya.
Produsen merujuk kepada perusahaan yang binsanva berbentuk Perseroan Terbatas
(PT) bertanggung jawab atas produksi pupuk subsidi. Agen adalah distributor yang
telah ditunjuk oleh produsen. Pengecer adalah tempat atan kios tempat pupuk
subsidi akan disalurkan oleh distributor. Terakhir, konsumen merujuk kepada
kelompok tani atan petani yang memiliki hak untuk menerima pupuk subsidi.

Proses penyaluran dari produsen hingga mencapai konsumen melibatkan suatu alur
vang dikenal sebagai jalur distribusi. Talur distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu

W MLA Safir, 2003, Distribusi Pupak Berndhsidi Kepada Petani Tebu dolam Perspekiif

Manajemen Publik di Sumberpucung Kabupaten Malang, dalam Jurnal Adminsiras Publik (JAF),
Vol 1, Mo, 2 blm 5



distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merujuk pada

proses ketika pengiriman produk tersebut langsung dan pihak produsen ke

konsumen. Sebaliknya, distribusi tidak langsung mengacu pada proses pengiriman

produk yang melibatkan pihak perantara sebelum sampai ke tangan konsumen.

Berikut adalah beberapa jalur distribusi yang umum digunakan dalam sebuah

perusahanm:

1} Produsen-Konsumen

2)

Jalur distribusi dari produsen ke konsumen dapat disebut sebagai saluran
distribusi langsung. Dalam hal ini, produk langsung dikirmkan dard
produsen ke konsumen tanpa melalui pihak perantara. Produsen juga dapat
langsung mengirimkan produk ke rumah konsumen.! Sistem ini dikenal
sebagai sistemn "dan rumah ke rumah®. Contohnya, seorang petani yang
menjual hasil panennya langsung kepada sang konsumen.
Produsen-Pengecer- Konsumen

Pada skenario ini, produsen menjual produk dalam jumlah besar kepada
pengecer. Kemudian, pengecer menjual kembali produk tersebut kepada
konsumen dalam jumlah yang lebih kecil atan eceran. Dengan demikian,
rantai pasokan produk hanya melibatkan tga mhapan.

3) Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Berbeda dengan distnibusi langsung, saluran i melibatkan beberapa
tahapan. Produsen menjual produk secara massal atau dalam jumlah besar
kepada pedagang besar. Pedagang besar ini akan menjual produk tersebut
kepada pengecer atan kios terlebih dahulu. Umumnya, produk masih dalam
bentuk grosir. Dari pedagang besar, produk dikirimkan ke pengecer yang
kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dalam bentuk eceran.

4) Produsen-Distributor-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Saluran ini memiliki rantai distribusi vang paling panjang karena melibatkan
lima twhapan. Produsen sebagai pihak pertama menyalurkan produknya

LI Said, dan Y- M uhamnied, 2009, Konsep dan Strateg Pemaceran. Makasar, Sah Media Hlm

73
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dengan bantuan Distnbutor. Kemudian, produk akan dikirim dari Distributor
ke pedagang besar. Setelah melewati tmhap pedagang besar, produk
kemudian dijual kepada pengecer sebelum akhirnya sampai ke tangan
konsumen.
Dengan mempertimbangkan banyaknya rantai distribusi vang telsh disebutkan,
dalam konteks penelitian ini vang berfokus pada optimalisasi penyaluran pupuk
bersubsidi, penelitian ini mengadopsi Saluran ke 4 yvang melibatkan produsen,
pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Penyaluran pupuk subsidi tidak dapat
dilakukan secara langsung, sehingga memerlukan perantara agar pupuk dapat

sampai ke tangan petani.

Rantai distribusi tidak hanva menjadi tanggung jaowab pelaku distnbusi semata.
Keterlibatan pemenntah juga memiliki peran yvang sama pentingnya dalam
penyaluranpupuk subsidi. Selain menyediakan fasilitas yang memada dalam sektor
pertanian, pemerintah juga bertanggung jawab dalam proses penyuluhan pertanian
melalui Badan Penyuluh Pertanian Lapangan.'* Badan ini bertanggung jawab untuk
guna bertemau langsung dengan petani, memantan proses pertanian, dan melakukan
pendataan terhadap petani yang akan menerima pupuk subsidi. Peran pemerintah
adalah untuk mengawasi proses distribusi pupuk subsidi dengan tujuan mencapai
prinsip 6T, yaitu Tepat harga, Tepat waktu, Tempat jumlah, Tepat jenis, Tepat mutu,
dan Tepat tempat.

2.3 Pupuk Subsidi

2.3.1 Pengertian Pupuk Subsidi

Pupuk subsidi berasal dar gabungan kata "pupuk” dan “subsidi®. Pupuk
merupakan  kebutuhan  mendasar  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan

L PC A, Molar dan Mohammad 5. 2009, Optimelivas Kinerga Sictem Distribued Papok
Bermtrem Permertntah di Proviesd NTH, dalam SOCA {Jurnal Sosial Ekonomd Pertanian), Vol 13,
Mo 2. him 8
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produktivitas, kualitas, dan daya saing produk dalam sektor pertanian, perikanan,
peternakan, perkebunan, dan hortikultura.

Sedangkan subsidi menurut Suparmoko merupakan salah satu jenis pengeluaran
pemerintah yang dapat dianggap sebagai pajak negatil vang akan meningkatkan
pendapatan bagi penerima subsidi atan meningkatkan pendapatan il mereka jika
mercka mengonsumsi  atan  membeli  barang-barang  yang  disubsidi  oleh
pemenntah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan menjadi dua
bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk vang dan subsidi dalam bentuk barang atau

subsidi innatura, '

Subsidi merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah guna mengurangi
beban masvarakat dengan menanggung sebagian dar harga yang seharusnyva
dibayar oleh masyarakat aton kelompok tertentu untuk memperoleh barang ataw
jusa yang berhubungan dengan kepentingan umum. Menurut Suparmoko,
pemberian subsidi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategord, yaitu:

1) Subsidi dalam bentuk uang

Subsidi dalam bentuk vang adalah ketika pemenntah membenkan subsidi
dengan memberkan vang sebaga bentuk tambahan dan penghasilan kepada
konsumen atau dapat juga pemerintah membenkan subsidi dengan cara
menurunkan harga suatu barang. Artinyva konsumen hanya diwajibkan untuk
membayar kurang dar harga barang vang sebenamya dan selisihnya akan
ditanggung oleh pemerintah.

2)Subsidi barang

Subsidi barang adalah ketika pemerintah menyediakan suatu barang tertentu
dengan jumlah yang ditentukan kepada konsumen tanpa perlu dipungut
biaya atau dengan pembayaran tetap dibawah dari harga sebenarmya. Salah

U Suprivati dan Valerima, 2014, Subsidi Pupk: Kebijabar, Pelaksangean, dar Optimelisas
Pemanfeatannyva, dalam Jumal Analisis Kebapakan Pertantan, Yol 11, Mo | bl 15

14 . Suparmoko, Kewangan Negara Dalam Teort dan Probik. (Yogyvakana: Edisi ke 5,
BFFE. 2005 ). him 34
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satu dari bentuk subsidi pemerintah untuk mewujudkan ketashanan pangan
dan meningkatkan produktivitas vaitu dengan memberikan subsidi pupulk.

Menurut Abdul Aziz. pupuk subsidi adalah program pemerintah yvang melibatkan
pengeluaran dana dari pemerintah dalam pengadaan dan penyaluran pupuk untuk
memenuhi  kebutuhan  dengan  tujusn meningkatkan  produktivitas  dan
kesejahteraan ekonomi para petani.” Pupuk subsidi dapat dijelaskan sebagai
barang vang diawasi oleh pemenntah dan diberikan kepada petani untuk
mempermudah akses mereka terhadap pupuk.'®

Penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi diatur
secara berjenjang seperti berikut:

I. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadasn dan
penvaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara
nasional dar Lini [ hingga Lini [V,

2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
dari Lini I hingga Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini 111
hingga Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

4. Pengecer bertanggung jawab atas penyvaluran pupuk bersubsidi kepada

petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer.

Dikarenakan pupuk subsidi adalah barang yang diawasi oleh langsung pemerintah,
disusunlah regulasi yang mengatur tentang penggunaan pupuk subsidi untuk

mendukung penetapan harga yang sama berdasarkan Harga Eceran Tertinggi

L& Kumawan, B, & Wibowa, T, 2007, Dincameike .P.‘.'rb['.i.nﬂ:m‘l Subvidli Faprk dan Ketahanan HMargan,
Jakana, Gramedia Pustaka Urama. him 2-8

Y Rigd, Noetal. 2009, Amalisis Efekrivitar Kebijakan Pupak Bersaksidi Bogi Petani Padi di Nagari
Cupak Kecamatan Gureng Talang Kalbuparen Solok, dalam JOSETA: Jowrmal of Socio Economic
an Tropecal Agrncalare, Vol 1, Mo 3. hln 13
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(HET) menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi
dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Untuk Sektor Pertanian.'”

Dalam regulasi yang telsh ditetapkan oleh pemerintah, terdapat beberapa poin
penting. Pertama, jenis pupuk subsidi yang diizinkan terbatas hanya pada empat
jenis, yaitu Urea, Phonska, NPK Formula Khusus, Organik. Kedua, Jenis tanaman
vang berhak menerima pupuk subsidi mencakup tanaman pangan, hortikultura,
dan perkebunan. Ketiga, batasan lahan yang dimiliki oleh petani adalah tidak lebih
dan dua hektare (ha) setiap musim tanam. Terkait penetapan harga pupuk yang
menjadi acuan bagi kios atau pengecer dalam penjualan pupuk didasarkan pada
Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan demikian, kios atau pengecer tidak
memiliki kebebasan untuk menentukan harga jualnya sendin, melainkan harus
mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Harga Eceran Tertinggi pupuk
bersubsidi menurut Keputusan Gubemur Lampung Momor 288 Tahun 2024
tenting Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 adalah :

a. Pupuk Urea sebesar Rp2.250000 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per
kilogram.

b. Pupuk NPK Phonska sebesar Rp2 300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per
kilogram.

¢. Pupuk NPK Khuosus sebesar Rp3 300,00 (tga nbu tiga ratus rupiah) Per
kilogram.

d. Pupuk Organik sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram

Demi memastikan penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran, pemerintah
menerapkan prinsip 6T Tepat harga, Tepat waktu, Tempat jumlah, Tepat jenis,
Tepat mutu, dan Tepat tempat . Prinsip imi seharusnya menjadi landasan utama
dalam penyaluran pupuk subsidi. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan
produktivitas pertanian dapat berjalan dengan lancar. Petani vang memiliki luas
tidak lebih dar dua hektare(ha) berhak menerima pupuk subsidi. Svarat terbaru

USenajs, K., & Khalia, 1., 2024, Analivis Efektivites Kebijpkan Suhsidi Pupuk pada Petani Pady,
dalam EEAJ: Economie Education Analysis Journal, Yol 9, No 2,
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untuk mendapatkan pupuk subsidi adalah menjadi anggota kelompok tani dan

memiliki kartu tani.

2.3.2 Perandan Tujuan Pupuk Bersubsidi

Kebijakan tentang subsidi pupuk memberikan dampak positif pada perkembangan

sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Secara keseluruhan, subsidi pupuk
membenkan dampak posinf pada:

a. Meningkatnya modal petani, diharapkan sebagian modal yvang tadinva

C.

digunakan untuk pembelian pupuk dapat digunkan untuk modal
pertanian lainnyva. Dengan adanya subsidi pupuk, petani didorong untuk
meningkatkan jumlah takaran pupuk menjadi optimal, terutama jika
sehelumnya petani menggunakan pupuk dengan takaran yang lebih
rendah.

Perluasan pasar pupuk. Saat ini, pasar pupuk belum beroperasi secara
efisien dalam mengurangi biaya penyaluran. Kondisi pasar yang kurang
kompetitif dan adanya ketidakseimbangan informasi menyebabkan
biaya penyaluran menjadi tinggi. Dengan adanya subsidi pupuk yang
menyediakan pupuk sesuai dengan prinsip 6 T, yaitu tepat harga, tepat
waktu, tempat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat tempat, jenis
vang tepat, dan tempat vang tepat; biava distribusi dapat ditekan.
Meningkatnya hasil pertanian dan peningkatan pendapatan petani.
Dengan adanya pengadaan pupuk subsidi, pengolahan pertanian dapat
ditingkatkan, yang pada akhimya akan berdampak pada peningkatan
pemanfaatan lahan. Hal ini secarn bersama-sama akan berkontribusi
terhadap peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan
peetami.
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2.4 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji Dalam Penvaluran Pupuk
Bersubsidi

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Kabupaten Mesuji dalam penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam
Keputusan Bupati Mesuji Nomor 450 Tahun 2023 tentang Penetapan alokasi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024, Dokumen ini menjelaskan definisi pupuk,
penggunaannya, serta alokasi penyaluran pupuk subsidi. Dalam peraturan tersebut,
terdapat  ketentuan mengenai penggunaan pupuk  bersubsidi, alokasi pupuk
bersubsidi. dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi
petani tanaman pangan, hortikultura, dan kebun rakyat dengan lahan tertentu bagi
setinp petani yang terdaftar. Penvaluran pupuk  bersubsidi dilakukan sesuai
ketentuan  Peraturan Mentern  Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, dengan
memperhatikan prinsip tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan muto.
Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi wajib menjamin ketersediaan pupuk
sesuai alokasi yvang telah ditetapkan untuk petani di wilayah tanggung jawabnya.
Selain i, optimalisasi pemanfastan  pupuk  bersubsidi  dilakukan melalui
pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh,
serta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh petugas pengawas
vang ditunjuk sebagai bagian darn KP3 di Kabupaten.

2.4.2 Daltar Alokasi

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada anjuran pemupukan benmbang
vang spesifik untuk setiap lokasi, dengan mempertimbangkan vsulan kebutuhan
vang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi pada Tahun Anggaran
2024. Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten Mesuji Tahun 2024 menurut Keputusan
Bupati Mesuji Nomor 450 Tahun 2023 tentang Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tabun 2024, Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Mesuji,
khususnya di Kecamatan Tanjung Raya, Desa Mekar Jaya adalah sebesar 14,358 ton
yang terbagi atas 5,410 Ton untuk pupuk Urea dan 8,948 Ton untuk pupuk Phonska.
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BABIII
METODE PENELITIAN

KN Pendokaian Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah vang digunakan terdapat dua macam yaitu
pendekatan yundis normatif dan yundis empiris. Pendekatan yuridis  normatif
adalah suatu pendekatan vang mengacu pada hukum dan persturan perundang-
undangan vyang berako."™ Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan
mengumpulkan kemudian meneliti regulasi hukum yang sedang berlaku pada masa
itu dalam lingkup permasalahan vang diselidiki, seperti undang-undang, dokumen
resmi, dan sumber-sumber relevan lainnya terkait permasanlah yang akan
dipecahkan. Metode penelitian hukum empiris atsn metode penelitian yuridis
empiris merupakan metode peneliion hukum yang membahas ketentuan hukum
vang berlaku, dengan maksud menemukan fakta-fakta vang dijadiken data
penelitian yang kemuodian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah
vang pada akhimya menuju pada penyelesaian masalah ' Pendekatan yuridis
empiris dilakukan dengan cara melakokan observasi secara langsung terhadap
situasi dan keadaan yang terjadi, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak
yvang terkait maupun pihak yang mempunyai keahlian, serta mengumpulkan data
informasi terkait dengan fokus penelitian.

3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data vang diskumulasi secara langsung oleh peneliti dan
narasumber melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, eksperimen, dan

lainnya. Dalam penelitian ini, namsumber utama yang akan memberikan data

U Komelies Benul, Muhamad Azhar, Metodoleyt Perelition ik sebagei Instramen Mengurai
Permasalaban Hukwm Komtemporer, Jernal Gema Keadilan Volume 7 Edisi L Juni 2020, Hlm 24
¥ [ka Avkah, Metode Penelition Hubum, (Sokabumi Haera Unama, 30220, hal 54
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primer adalah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Kios atau Pengecer, dan
Anggota Kelompok Tani.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada data vang telah terkumpul dan tersedia

sebelumnya, vang dikumpulkan oleh peneliti lain dan dapat digunakan oleh penelit

lainnya dalam penelitian mereka. Data sekunder merupakan jenis data historis atau
data yang dikumpulkan di masa lampau. ™ Informasi sekunder ini berasal dar

analisis literatur, termasuk tinjavan dokumen dan peraturan hukem. Jenis data ini
dapat dibagi menjadi tiga kategon, yaitu :
1} Bahan Hukum Primer
Bahan hukum pnmer adalah peraturan yang bersifat mengikat. Maten

hukum pramer ini meliputi peraturan perundang-undangan. Dalam

penelitian ini, digunakan aturan hukum vang meliputi:

1.
2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan Dan Gii

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor | Tahun 2024 tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2024

. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan

Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024

Keputusan Bupati Mesuji Nomor 450 Tahun 2023 tentang Penetapan
alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024

2y Bahoan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi hukum vang memberikan

interpretasi atsu penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini

22 A bdul Ralhman, dkk, Metede Penelitian Hma Sosial, ( BANDUNG: WIDINA BHAKTI
PEESADA 2027), hal 171
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diperoleh melalui studi kepustakaan yvang mencakup literatur yang
relevan dengan permasalahan penelitian vang sedang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan
panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder
yang terkait dengan penelitian ini termasuk jumnal, internet, kamus

Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis prosedur pengumpulan data yang digunakan,
vakni Studi Kepustakaon dan Stodi Lapangan. Berikut adalah penjelasannya:

a.  Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan  dalam  penelition  ini menggunakan  metode
pengumpulan data yang melibatkan analisis hteratur hukum, termasuk
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data
melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis berbagai literatur yang
relevan  dengan  permasalashan  vang  diselidiki. Literatur  tersebut
mencakup peraturan perundang-undangan vang berlaku, yurisprudensi,
putusan pengadilan yvang memiliki kekoatan hukum vang tetap, buku-
buku hukum, jurnal, dan sumber hukum lainnya.

b. Studi Lapangan
Pengumpulan data dalam  penelitian  ini dilakukan melalui  twhap
wawancara  dengan  narasumber  peneliian vang  bertujuan  untuk
mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti secara lebih
aktual. Teknik wawancara yvang diajukan yaitu dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dikembangkan pada saat

wawancara berlangsung.
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33.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan
empat metode, yaitn Pemeriksaan Data, Klasifikasi Data, Analisis Data, dan
Penyusunan Data, serta Penarikan Kesimpulan seperti dijelaskan berikut:

a. Pemerksaan Data
Penelitian ini  dilakukan dengan menganalisis data yang telah
dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan,
pemahaman makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data
lainnya. Semua data yvang terhimpun disesvaikan melalui proses
verifikasi data dan hasil wawancara dengan narasumber dan referensi
yang digunakan dalam menyusun penelitian. Tujuannya adalah agar
data yvang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

b.  Klasifikasi Data
Klasifiknsi data merupakan langkah untuk mengelompokkan semua
jenis data, termasuk data dari wawancara dengan subjek penelitian,
observasi, dan pencatatan di lapangan. Semua data yang dikumpulkan
tersebut dianalisis secara cermat, kemudian dikelompokkan sesuai
dengan  keperluan  penelinan. Data  tersebut  akan diolah  untuk
mendapatkan kesimpulan yang diperlukan..

¢.  Penvusunan Data
Data vang telah dikelompokkan kemudian disusun dan disusun secara
terstruktur dalam setiap topik, schingga memfasilitasi anahsis lebih

lamjut.
3.4 Analisis Daia

Data yang terkumpul dan telah diproses dapat dianalisis dengan menggunakan
pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan  tersebut  dimaksudkan  untuk
memberikan desknpsi dan analisis terhadap data yang berasal dan hasil penelitian
serta wawancara dengan Dinas Pertanian, Pengecer atau Kios, dan Kelompok Tani
vang telah dimasukkan ke dalam studi ini. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran yvang nyata mengenai kasus di lapangan.
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BAB Y

KESIMPULANDANSARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Pertanian
Kabupaten Mesuji dan Kios Mitra Tani Mandiri, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1.

Dalam proses optimalisasi penvaluran pupuk bersubsidi di Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji masih kurang optimal
dikarenakan optimal dikarenakan terjadi perbedaan antara jumlah pupuk
bersubsidi yvang diajukan oleh petani dengan jumlah pupuk yang disetujui
aleh pemenintah tidak sesun.

Faktor penghambat dalam Optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di
kabupaten Mesuji dirasakan oleh pihak kios adalabh minimnya pengetahuan
petani tentang penebusan pupuk bersubsidi hingga akses perjalanan yang
jauh dan jalan vang rusak, sedangkan faktor penghambat optimalisasi
penyvaluran pupuk bersubsidi menurut petani adalah pembatasan kuota
pupuk bersubsidi hingga Harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi.

.2 5aran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Optimalisasi pupuk subsidi di Desa Mekar Jaya membutuhkan kolaborasi
pemerintah, distributor, dan petani. Pemerintah  harus meningkatkan
transparansi, pengawasan, dan pembinaan secara lebih efektf. Kios wajib
mematuhi HET dan efhisiensi dalam distribusi. Petami perlu memahami
mekanisme penggunaan pupuk bersubsidi dengan cara menggunakan pupuk
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bersubsidi secara tidak berlebihan dan menggunakan pupuk nonsubsidi
sebagai langkah penaggulangannya .

. Untuk mengoptimalkan penvaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Mesuji,
perlu dilakukan sosialisasi intensil’ kepada petani tentang tata cara penebusan
pupuk. Peningkatan infrastruktur jalan dan aksesibilitas menuju kios juga
penting. i sisi lain, perlu evaluasi terhadap kebijakan pembatasan kuota
pupuk bersubsidi dan pengawasan ketat terhadap harga jual agar tidak
melebihi HET.
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